BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MARQOS
NOMOR : 24 Takuv 2013

TEINTANG

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DENGAN NILAI PEMBAYARAN PAJAK
RP. 20.000,00 ( DUA PULUH RIBU RUPIAH ) KE BAWAH ;!

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,

Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah
Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta dalam
“~ rangka meringankan beban hidup wajib pajak orang
pribadi akibat perlambatan ekonomi, perlu memberikan
pembebasan kewajiban dari pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesean dan Perkotaan atas kepemilikan atan 3
pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dengan . Nila
Pembayaran Pajak sampai dengan: Rp. 20.000,00 ( Dua
puluh ribu rupiah) ke bawalh,.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas , perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan dengan nilai pembayaran pajak sampail

. dengan' Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) ko bawah.
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Mengingat : 1 "Uﬁdaﬁg—Undéng Nomor 29 Tahun 1959 ! tentanc
o ‘Ibembfentukal‘l Daerah-daerah Tingkat I 'di . Sulawesi
“k (Lemjbéran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Norrior
~- 7 T4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
LA 182.2);
Vol Undéng;:Und‘,ang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
“2' i Umum dan Tate Cara Perpajakan (Lembaran Negara
.. Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
U< Léembaran Negara Republik'~Indonesia  NMomor 32(.3)
! ¥ "sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir deng v
" Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubalbian
Ketiga atas “Undang-Undang Nornor 6 Tahup 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Capa perpajakapn (Lembartian
Negéﬁta\ Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85{
Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740);

{
] = \




=,
L

10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaiman:
telah diubah beberapa kali terakhir  dengan Undans
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Keduvo
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentan
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3987);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189); 1
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentan:s
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat deoo
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
Undang-Undang Nomwor 12  Tahun 2011  tentane
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembares
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomon &
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabhun
2015 tentang Perubahan Kedua "Alas Undang-Undai
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daereai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noror
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
BE7T9);
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14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 560 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republiic
Indonesia Nomor 40149

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatu
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik I[ndonesia Tahun 2006 Nomor 8.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4652);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daervah (Lembaran Nogi
Republik Indonesia Tahun 22010 Nomor 119, Tambahea
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179},

17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentag

18.

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncs:
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negain
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tehun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahui
2011 Nomor 310);
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Menetapkan :

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 201
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berito
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

20.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokol
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor O1 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun
2013 Nomor 01);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrn
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7'

23.Peraturan Bupati Maros Nomor 68 tahun 2013 tentang
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Maros
(Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUN!
DAN BANGUNAN PERDEGAAN DAN PERKOTAAN DENGA™

NILAI PEMBAYARAN PAJAK RP. 20.000,00 (DUA PULU’
RIBU RUPIAH ) KE BAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Deerah Kabupaten Maros.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
pelaksana  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan memimpin Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maros.

Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Maros.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerab
Kabupten Maros.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor

| perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.
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7. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak
Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai.
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau bad:
kecuali objek Pajak Bumi dan  Bangunan @ seldc
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOI.
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat
traksaksi  jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atat
nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

9. Surat Pemberitahuan Objek  Pajk  vang selanjitiv
disingkat SPOP acdlalah surat yang digunakan olch Weyg
Pajak untuk melaporkan data subjck dan objek Paj
Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besar Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkai
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta
transaksi administrasi.

12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah  surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

BAB Ii

PEMBEBASAN PBRB-P2
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pembebasan PBB-P2
Pasal 2

(1) Pembebasan PBB-P2 meliputi objek pajak :

a. Tanah dan/atau bangunan yang dimiliki orang pribacli
dengan batasan pembayaran PBB-P2 sampai deng:
RP 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) ke bawah: da

b. Tanah dan/atau bangunan yang dimiliki ateu
disewakan olzsh pemerintah yang telah dilakukan
pemecahan menjadi unit-unit dengan batasan
pembayaran PBB-P2 sampai dengan RP. 20.000,00
(Dua puluh ribu rupiah) ke bawah.
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(2) Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang
seharusnya terutang.

Pasal 3

(1) Pemberian pembebasan PBB-P2 scbagaimana dimaksui!
dalam Pasal 2, diberikan secara otomatis melalui sistemn
InformasiPBB.

(2) Terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan SPPT PBB-P2,

Bagian Kedua
Tata Cara Pembebasan PBE-P2
Pasal 4

1. Badan Keuangan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dalam
hal ini Bidang PBB dan BPHTB melakukan inventarisasi data
jumlah objek pajak dan jumlalhh ketetapan nilai PBB-P2 RP.
20.000,00 ( Dua puluh ribu rupiah) ke bawah untuk kemudian
dilaporkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

2. Berdasarkan inventarisasi data sebagaimana dimaksud padn

ayat (1), para Kepala Sub Bidang melakukan penelitian da
melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang PBB dan BPIHTR.

3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB menggabungkan data ha:i
penelitian seluruh Kepala Sub Bidang dan memberikan kode
tertentu sebagai identifikasi penerbitan SPPT PBB-P2.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Peraturan terhadap tunggakan PBB-P2 terutang sampar denge
tahun pajak 2016 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetan
harus dibayar dan dilakukan tindakan penagihan sesuail deoge::
ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai tcknis pelaksanaan dar

‘Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pacda tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga::
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerab
Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 31 -03%-20(%

ATTA RAHMAN, MM
Diundangkan di Maros
pada tanggal 21-03- 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS

-

Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR 26
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